BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGEKALIS

Menimbang : a.
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf ¢ Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, yang belum terakomodir dan menindaklanjuti Surat
Bupati Bengkalis Nomor : 700.1/2/452/ITDA perihal Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan
perubahan untuk disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSEKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BENGKALIS NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.



Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas
hasilnya.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipiih oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkalis sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan

tanggal efektif,

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau
diskonto selama umur utang pemerintah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan
rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara
sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis.
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Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah
selama satu periode akuntansi.

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yvang akan
diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk setara kas.

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas vang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan secara neto penerimaan setelah dikuarangi
pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak
memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Apropriasi adalah anggaran yang disetujui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang merupakan mandat yang diberikan kepada
Bupati untuk melakukan pengeluaran pengeluaran sesuai
tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara
kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yvang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat darn peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya wvang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
LUMUIm.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
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Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah
dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain vang
telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset
tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan.

Dana Cadangan adalah dana vyang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban
(maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah
dari tingkat bunga efektif.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
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Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kas adalah nang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
vang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak
usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yvang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi
kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk
dalam nilai kontrak.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum
siap digunakan pada tanggal pelaporan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi
yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung
dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau
penggunaan utama

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun
timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan
konsolidasian.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang
diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.



al,

52.

23.

o4.

a5.

56.

o7.

S58.

9.

60.

61.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu
entitas tunggal.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CalLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yvang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Realisasi Anggaran yang seclanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menvyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir,

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas vyang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan vang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan
publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uvang pelaporan
entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.



62.

63.

65.

67.

68.

70.

T1.

72.

73.

74,

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau
salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai
investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan
bagian investor atas kekayaan bersih /ekuitas dari badan usaha
penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan
awal investasi.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau
diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode
sekuritas utang pemerintah.

Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto
harus diungkapkan.

Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus
kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
transaksi operasional non kas, penangguhan (deferral) atau
pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang
lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan
pengeluarandalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas
investasi dan pendanaan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar fihak wyang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga
seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jurnlah yang dapat diperoleh dari penjualan
suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang
independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi
akumulasi penyusutan.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.
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Otorisasi Kredit Anggaran (allotment] adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari
apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk
memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna
membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi
tersebut.

Pemberi kerja adalah entitas yvang mengadakan kontrak
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau
memberikan jasa konstruksi.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yvang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran vang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yvang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan Kkeuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai
akibat dari adanya peraturan perundang undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada
lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, dan berada diluar kendali atau
pengaruh entitas bersangkutan.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Daerah.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan
periode tahun anggaran.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang
dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan
atau pada periode yang berjalan.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang  yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan
karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali
atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang
signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK,
merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang
disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak
atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity
value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat
bunga efektif.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Retensi adalah jumlah termyn (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
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Selisih Nilai Tukar Rupiah adalah selisih yang timbul karena
penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan
beban slama satu periode pelaporan, setlah diperhitungkan
surplus/deficit dar kegiatan non operasional dan pos luar
biasa.

Surplus/deficit LRA adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

Termyn (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah
dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemneri kerja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak
konstruksi.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang
menguntung-kan maupun yang tidak menguntungkan, yang
terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak
dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak
dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian
yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari
kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak
penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak
dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi
jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian
asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk

menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam
suatu perjanjian konsesi jasa.
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116. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya.

117. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai
(oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk
kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum,
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif,

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

(1) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bengkalis meliputi:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan PSAP, atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP; dan

b. pengaturan yvang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP.

(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
nggal 1 Besemher 2023
ENGEALIS,




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 57 TAHUN 2023
TANGGAL : | DESEMBER 2023

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PELAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan hurnf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huraf biasa
dan Keranghka Konseptnal Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



DAFTAR ISI LAMPIRAN I
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGEKALIS

1. | LAMPIRAN 1. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. | LAMPIRAN L. 02 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. | LAMPIRAN 1. 03 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BERBASIS KAS
4. | LAMPIRAN L. 04 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
5. | LAMPIRAN 1. 05 LAPORAN NERACA
6. | LAMPIRAN 1. 06 LAPORAN OPERASIONAL
7. | LAMPIRAN 1. 07 LAPORAN ARUS KAS
8. | LAMPIRAN 1. 08 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
9, | LAMPIRAN 1. 09 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN




LAMPIRAN 1.01

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf
biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah



KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN
1. TUJUAN

a. Kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

¢ Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan
permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan;

* pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah
laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan;

* pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi
yang disajikan pada laporan keuangan vang disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam
Kebijakan Akuntansi; dan

e¢. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

d. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas: a.
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan b. kebijakan
akuntansi akun.

e. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

[. Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud mengatur
definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP
atas: pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi
dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan
akuntansi dalam SAP.
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g. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan
Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

h. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual
dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan
akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual
ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan
akuntansi di masa depan.

2. RUANG LINGKUP

Kerangka konspetual ini membahas:

a. lingkungan akuntansi pemerintahan;

b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;

c. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan
keuangan, serta dasar hukum;

e. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan
manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip,
serta kendala informasi akuntansi;

f. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan,
pengakuan, dan pengukurannya;

g. jenis laporan keuangan,

h. definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur
laporan keuangan.

Kerangka konseptual ini berlaku bagi laporan keuangan setiap

entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

Perusahaan Daerah.

II. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
terhadap  karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan

pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
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1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
a. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
b. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
pemerintah;
c. pengaruh proses politik;
d. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
pemerintah.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
a. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal,
dan sebagai alat pengendalian;
b. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
pendapatan;
c. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
pengendalian;
d. penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena

digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

1. Bentuk Umum Pemerintahan Dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas
Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila
keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat
publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian
kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk
mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,
pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada
DPR/DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat
persetujuan, pemerintah melaksanakannya dalam batas-batas
apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan  dengan  apropriasi tersebut. Pemerintah
bertanggung-jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut
kepada DPR/DPRD.
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2. Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan

Antar Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada
pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah
yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang
lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil,
alokasi dana wumum, hibah, atau subsidi antar entitas

pemerintahan.

3. Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu,
pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal
dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang
bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya
guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang
penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai
kepentingan yang ada di masyarakat.

4. Hubungan Antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan

Pemerintah

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara
langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian
besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung
dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib
pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib
dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan,
antara lain sebagai berikut:
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a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan
yang sifatnya suka rela.

b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan
pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang
dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai
kenikmatan yang diperoleh.

c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan
dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud
sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan
oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada
pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya
dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan
kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah
menjadi lebih mudah.

d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang
diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

S. Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal,
dan Alat Pengendalian
Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja vang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan
pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja
tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan
akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi
landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan
oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya
mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan
disiapkannya anggaran unfuk jangka waktu lebih atau kurang
dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di
lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:;
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a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan
yang diinginkan.

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki
konsekuensi hukum.

d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan
keuangan pemerintah sebagai pernyataan
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik,

6. Investasi Dalam Aset Yang Tidak Langsung dan Menghasilkan
Pendapatan
Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk
aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi
pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman,
dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud
mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk
mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut
tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi
pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk

memeliharanya di masa mendatang.

7. Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan
Pengendalian
Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan
pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut
tujuannya, sehingga ~masing-masing merupakan entitas
akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara
belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi
dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-

masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general
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fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan
pelaporan keuangan pemerintah.

8. Penyusutan Aset Tetap
Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset
tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas
yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

IIl. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

1. Pengguna Laporan Keuangan
Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
a. masyarakat:
b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman; dan

d. pemerintah.

2. Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan
pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi  kebutuhan
spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun
demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan
sebagai wujud akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang
disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen
informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan
sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan
keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar

pajak perlu mendapat perhatian,
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Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan
serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih
baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni
berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan
berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan vang mengharuskan
penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka
laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang
tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan
pengambilan  keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat
menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk
kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam
kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi
yang dinyatakan lebih lanjut.

3. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
mengelola  anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan
atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yvang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan
pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan
umum, yang berupa antara lain pemerintah daerah dan satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi
lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan
syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas
pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu,
dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah
dari entitas pelaporan lainnya.
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IV. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan
untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
¢. Transparansi
Memberikan informasi keuangan vang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya vang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
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d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yvang dikelola pemerintah

untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,

sosial, maupun politik dengan:

ﬂ.-

Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan
penggunaan sumberdaya keuangan;

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan
serta hasil-hasil yang telah dicapai;

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas
pelaporan mendanaiseluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya;

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas  pelaporan  berkaitan dengan  sumber-sumber
penerimaannya, baik jangkapendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitaspelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
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Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan
sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa
lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,
surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban,
ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

V. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SALY);

. Neraca;

. Laporan Operasional (LO);

. Laporan Arus Kas (LAK];

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

=1 & W = W

Selain laporan keuangan pokok seperti di atas, entitas pelaporan
wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan (statutory reports).

VI. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya
bagian vang mengatur keuangan Negara;
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
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10.

11:

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Penilaian Kinerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

VII. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

anggapan yvang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
dari:

1.
2.
3.

1.

Asumsi kemandirian entitas;
Asumsi kesinambungan entitas; dan

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, vyang berarti bahwa unit
pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak
terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan
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keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas
bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber
daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan
keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

» Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi
bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan
tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis
dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan
adalah rupiah,

VIII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik
berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar
laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas
vang dihendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan
apabila informasi vang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi  keputusan pengguna laporan dengan
membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini,
atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian,
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informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa
lalu;

b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa
laporan keuangan harus menuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini;

c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajilkan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan
pengguna laporan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi vang
selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan
keputusan pengguna laporan. Informasi yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi
tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta
dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi
jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi

karakteristik:
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a. penyajian  jujur, artinya bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan.

b.dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang
dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari
sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk
memenuhi  kebutuhan umum dan tidak bias pada
kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu,
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila
pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah
akan menerapkan kebijakan akuntasi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada
periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan harus
dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah vyang disesuaikan dengan batas
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pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna
laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah,
serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari

informasi yang dimaksud.

IX. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam
menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan
keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan  dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal
peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan
laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah
atau oleh entitas pemerintah dan beban diakui pada saat
kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih
telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan/akuntansi.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa
disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pemerintah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
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Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban
dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas vang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis
lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode
akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja
dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan
laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja
basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-
pendapatan (matching-cost against revenue principle)] dalam
akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana
dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain vang seharusnya disajikan, maka
transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya
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aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa
lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (Periodicity)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
enfitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya
dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah
tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran

Juga dianjurkan.

6. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian vang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan
(prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode
lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi vang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar
muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan

Keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian
seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu
rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan
menjadi tidak netral dan tidak andal.

X. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan
yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau
karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal vang menimbulkan
kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah, yaitu:
1. Materialitas
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya Dan Manfaat
Manfaat vang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah
tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya

lebih kecil dar biaya penyusunannya, Namun demikian, evaluasi
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biaya dan manfaat merupakan  proses pertimbangan yang
substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna
informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga
dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi
tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan
kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul
oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik
dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua
karakteristik  kualitatif tersebut merupakan masalah
pertimbangan professional.

XI1. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan
pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan
CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan
Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan
Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas , dan Laporan Arus Kas.
CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih
lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan
finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari
laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan Operasional;

3. Laporan Perubahan Ekuitas;

4. Neraca,

5, Catatan Atas Laporan Keuangan.
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43. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

44, Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan
Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

45. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

46. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar,
surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

47. Selisih  lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan
operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

48. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam
Laporan Operasional dan disajilkan sesudah Surplus/Defisit
sebelum Pos Luar Biasa.

49  Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

50. Sifat dan jumlah rupiah kejadian Iuar biasa harus diungkapkan
pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

51. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa.

52. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan
ke Laporan Perubahan Ekuitas.
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

53. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata
uang rupiah,

54. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam
mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.

55. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar
rupiah vang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

56. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat
dalam rupiahberdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK
BARANG/JASA

57. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa
harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir
nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping
itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian
rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat
memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari
pendapatan dan beban.

58. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara
lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa
konsultansi
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 06

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf
biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.06
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas
adalah mengatur penyaijian la
arus kas yang memberikan informasi historis mengengje p}ér{;banagﬂgg
dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus

kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
selama satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan.

DEFINISI

3. laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

RUANG LINGKUP

4. Pemerintah Daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan
kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu
komponen laporan keuangan pokok wuntuk setiap periode

penyajian laporan keuangan.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas
masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu
entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah (termasulk

likuiditas dan solvabilitas).
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KAS DAN SETARA KAS

8. Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi
persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat
diubah menjadi kas dalam Jjumlah vang dapat diketahui tanpa ada risiko
perubahan nilai yang signifikan.

9. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi

dimaksud mempunyai masa Jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari
tanggal perolehannya.

10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.

11. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari
pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

12.Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

13.Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajfikan laporan
arus kas adalah wunit organisasi yang mempunyai fungsi
perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

14.Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah
unit yang ditetapkan sebagai Bendaharawan Umum Daerah

dan/atau Kuasa Bendaharawan Umum Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

15.Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finasial yang
menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan tarnsitoris.

16. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, _pendanaan,
dan transitoris memberikan informasi yang memqu%unkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dan akﬂﬂtas ters::abut
terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi ‘tq:rsebut juga
dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.
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17. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang vyang terdiri dari
pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang
akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan dikalrifikasikan ke dalam
aktivitas investasi.

18. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan
pengeluaran buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka
laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun
pelaksanaan anggaran tersebut.

19. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun
yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan,
dan tarnsaksi nonanggaran, vyang dalam laporan Arus Kas
dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.

AKTIVITAS OPERASI

20. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi.

21.Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas
yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang
akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

22. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara
lain:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

23. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
a. Belanja Pegawai,
b. Belanja Barang;
c. Bunga;
d. Subsidi;
e. Hibah;
f. Bantuan Sosial; dan
g. Belanja Lain-lain.

24.Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang

sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka
perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan

sebagai aktivitas operasi.

Kebijakan Akuntansi No. 06 | LAPORAN ARUS KAS



25.Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan
suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah
sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai
aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI

26.Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap
serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

27.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

28. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
a. Penjualan Aset Tetap;
b. Penjualan Aset Lainnya.

29, Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
a. Perolehan Aset Tetap;
b. Perolehan Aset Lainnya.

AKTIVITAS PENDANAAN

30. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau
pelunansan utang jangka panjang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

31. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan perolehan atau pemberian pinjaman

jangka panjang.

32. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
a. Penerimaan Pinjaman;
b. Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah;
c. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
d. Pencairan Dana Cadangan.

33. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang,
b. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
¢. Penyertaan Modal Pemerintah;
d. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
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AKTIVITAS TRANSITORIS

34.Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
dan pendanaan.

35.Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris
antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan
kembali uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana
yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai
untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

36. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

37. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian
uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,
PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

38.Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.

39.Entitas pelaporan dapat menyafikan arus kas dari aktivitas
operasi dengan cara:

a. Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan
dan pengeluaran kas bruto.

b. Metode tidak langsung

Dalam metode ini, surplus atau defist disesuaikan dengan
transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral)
atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran
yang lalufyang akan datang, serta unsur penerimaan kas atau
pembayaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas
investasi dan pendanaan.

40. Entitas pelaporan Pemerintah Daerah sebaiknya menggunakan metode
langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan
penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus
kas di masa vang akan datang;

b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
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PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

41.Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas
dasar arus kas bersih dalam hal:

a.Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Daerah.
Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi
yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan
Jangka waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

42.Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan
menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

43.Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs pada tanggal transaksi.

44. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan
kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

45.Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait
dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam
aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

46. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

47.Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang vang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

48. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas
yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam
periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN
DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

49, Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan

metode biaya.
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50.Investasi pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan
dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

51.Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka
panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas
aktivitas investasi.

52.Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan
daerah harus disagjikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

53.Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.

54.Hal-hal yang diungkapkan adalah:

a.Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas dan setara kas;

c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui
oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang
diperoleh atau dilepas.

55, Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedakan arus kas tersebut dari arus kas yvang berasal dari aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari
pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi
lainnya.

56.Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah
dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu
diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui
sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan
unit operasi lainnya.

TRANSAKSI BUKAN KAS

57.Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak
mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas
tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut
tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi
bukan kas vang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan
aset melalui pertukaran.
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KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

59.Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas
dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait
di Neraca.

PENGUNGEKAPAN LAINNYA

60. Entitas pelaporan menyajikan jumlah saldo kas dan setara kas
yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini
harus dijelaskan juga dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas
suatu entitas pelaporan.

62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas
adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan setara kas yang
dikhususkan penggunannya untuk kegiatan tertentu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.07
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

1. Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk Pemerintah
E.‘:aerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah Memberikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun i
pelaporan dibandingk
tahun sebelumnya. piades &

STUKTUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal
periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan 16 mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur
sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode vang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
{c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

9. Laporan Perubahan Ekuitas menvajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal

b) Surplus/defisit-1.O pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara
lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya;
2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

Kebijakan Akuntansi No.07 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



CONTOH FORMAT LAFORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Perinds ¥ang Beralhir Sanpal Dengan 31 Devemmber 205X dan 200%-1

Uraian 20NX

ERUTTAS AWAL

SURPLUSDEFISIT - L

_EM'IPAK KUMULATIF FERTBAIAN KERIAKANKESALATAN MENDASAR :

Kocelos Mika Fiotang

HEE:

Forekal Nilai Meyisihan Partng

Kereksi Milai Persedinan

Knreksd [mvesinsi MNon Permanes

Koreksi Investasi Non Permanen Dimpkan Teelagil

Fierekai Milad Aset Tetap

Koroksi Akurmilnsi Penyusstan Aset Tetap

 Koreiai Pembaynran Tuntutas Ganei Rugi

Korokal Milai Aset Ticdak Bernujud

Koreioni Akurmalas Asrortioi Aset Tidak Berwujud

Korebsi Nilap Aset Lain-lain

EIEEE] [EIEE| EEEElE e[

Iwﬁhﬂﬁmmm

Konwekol Utangg Kepach Pihak Ketign

Borcki Uang fanghn Pendel: Lainmym

.

[ERUTTAS ARHIR 244

2 HEEE R E R R R EE

= HEE R R EEEEEEEE

Lihat Critertnn s Lapesnn Keisitigan ying menquilcan bagian vang tlak Serpimaliban dari laporan keusngan ini



LAMPIRAN 1.09

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 08

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf
biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.08
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk
meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan
pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan
pemerintah.

DEFINISI

3. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

RUANG LINGKUP
4. Kebijakan ini harus diterapkan pada:
a. laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;

b. laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan
untuk tujuan umu oleh entitas yang bukan merupakan entitas

pelaporan.

5. Laporan keuangan untuk tujuan wumum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
akuntansi keuangan vang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna
adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak vang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
serta pemerintah.

6. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah
atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen
publik lainnya seperti laporan tahunan.

7. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian,
tidak termasuk badan usaha milik daerah.
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8.

10.

1%.

12

13.

14,

Suatu hentitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal inj
diinginkan, maka kebijakan ini harus diterapkan oleh entitas tersebut
walaupun tidak memenubhi criteria satu entitas pelaporan sesuai dengan
peraturan dan/atau standar akuntasi mengenal entitas pelaporan
pemerintah,

laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan.
Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh
karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan
harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi
untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca vang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep
akuntansi akrual.

Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
keuangan perusahaan.

Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi
penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntanm: yang
diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

15.Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara

sistermnatis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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16. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
ataur aJ'{ahs:s atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca
Lapqran Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Pt;rubahar;
Ekmta_@.. Tgrmaauk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang dfpf_:rlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
E?];Ean, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen

17.Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas

Laporan Keuanganmengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi:

a.Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi
makro;

b. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pe;aporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

c. Informasi tentang dasar penyajian laporan keu

angan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d.Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

e. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajiakn dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

f. Informasi lainnya yang diperlukanh untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajiakn dalam Ilembar muka laporan
keuangan.

18. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan
untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang
Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi vang
digunakan dalam pengukuran persediaan.

19, Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan,
pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan
secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang
lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi
keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN
ENTITAS AKUNTANSI

20.Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi
yang merupakan gambaran entitas secara umurmn.
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21. Untuk membantu pemahaman para pembaca Laporan Keuangan, perlu

ada penjelasan awal mengenai baik enti
; entitas pelapora :
akuntansi yang meliputi: pelaporan maupun entitas

a. Domisili dan bentuk hokum suatu enti g
: titas serta i
entitas tersebut berada: Jurisdiksi tempat

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

¢. Ketentuan perundang-undangan van o =l .
perasionalnya. gan yang menjadi landasan kegiatan

PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN KAL/KEU
DAN EKONOMI MAKRO F1s ! AIhY

22.Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca

23.

24,

25.

26.

memahami realisasi dan posisi keuangan entitas
pelaporan secara
keseluruhan, termasuk kebijakan fiscal/keuangan dan kondisi

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan harus menyajiakn informasi yvang dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan
Fﬂﬂl&l ifeuanganfﬁacal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut
ercapai,

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, entitas pelaporan
harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting
mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiscal periode berjalan bila
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan
anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi
anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan
asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran
dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiscal yamg perlu diungkapkan dalamCatatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan
pendapatan, efisien belanja dan penetuan sumber atau penggunaan
pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan
penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan
intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang
digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya.
Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB], pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga
minyak dan tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.
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27.Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan

ﬂ:bruband:mn anggaran yang penting selama periode berjalan

. andingkan dengan anggaran Yyang pertama kali disahkan oleh

PRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Py::i :::;h ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap
mana entitas pelapo

e ﬂﬂemenm pelaporan untuk diketahui pembaca

28, Da]fim satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengm';
persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
perubahan yang ada yang disahkan oleh DPRD, dibandinglan dengan
anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

29.lkh‘tisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD
dengan realisainya.

30. Ilt‘:htig.ar ini disajikan untuk memperoleh gambaranumum tentang
kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi
pendapataqn-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam
APBD.

31. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun
pembiayaan dengan struktur sebagai beikut:

a. Nilai target total;

b. Nilai realisasi total;

c. Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan

d. Alasanutama terjadinya perbedaaan antara target dan realisasi.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGEAPAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

32.Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI

33.Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan
secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti
asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
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34. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah,
asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah
adalah anggapan vang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
a. Asumsi kemandirian entitas:

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan

¢. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

35. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber
daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber dava
dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta
terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

36, Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.

37. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
38. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:
a. Masyarakat;
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

c. Pihak yang member atau yang berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman; dan

d. Pemerintah.

39. Para pemakai/pengguna laporan keuangan memhutuh}{an kete_rangan
kebijjakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang
dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan
keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara Emd._a_.l jika
laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan
akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

40. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan }ceuangap
dimaksudkan agar laporan keuangan ftersebut dapat dimengerti.
Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidajk
terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu
pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang
perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu
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komponen laporan relaisai an ggar

: ggaran, laporan perubahan saldo an
lebih, neraca, .lapurant operasional, laporan arus kas, atau Iapur:::
perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

41

42.

43.

44,

. Pertimbangan dan/atau  pemilihan kebijakan akuntansi perlu

disesuaikan dengan kondisi enti
S r titas pelaporan. Sasaran pilihan
kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas elﬂmunﬁ

entitas pelaporan secara tepat dal b
ool p am bentuk keadaan keuangan dan

Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi
yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

a. Pertimbangan sehat;

b. I{fetidgkpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan;

c¢. Substansi mengungguli bentuk

Traggaksi da;nl kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak
semata-mata mengacu bentuk hokum transaksi atau kejadian.

d. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang
cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-
keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntasi yang digunakan oleh entitas
pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material
mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus
meliputi pertimbangan-pertimbangan penting vang diambil dalam
memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

a. Entitas pelaporan;

b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

d. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan
oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi.

Sebaiknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan
entitas.
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45.

47.

48,

49,

e. Setiap kgbijak&n akuntansi tertentu yang diperlukan unutk
memahami laporan keuangan.

Diungkapkan entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah
untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan
akunifanm hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya
m_eng1kuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan
di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan
kﬂmp!:menpya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam
mengidentifikasi permasalahan yang ada.

- Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah

menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan
laporan keuanggn pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi
yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan
pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga
termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan
tanpa harus melihat kembalai basis akuntansi yang tertera pada
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Fenggu_na laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran
yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
memadai untuk dapat mengindentifikasikan aset dan kewajiban vang
menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
diungkapkan, manajemern harus memperhatikan manfaat
pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami
setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan
dalam paragraph 40 dapat  dijadikan pedoman  dalam
mempertimbangkan kebijakan akuyntansi yang perlu diungkapkan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk
disajikan antara lain:

Pengakuan pendapatan-LRA,;

Pengakuan pendapatan-LO;

Pengakuan belanja;

Pengakuan beban;

Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

Investasi;

Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
berwujud;

Kontrak-kontrak konstruksi;

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran,;

Kemitraan dengan pihak ketiga;

Biaya penelitian dan pengembangan;

Rl e

o
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l.  Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
m. Pembentukan dana cadangan;

n. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;

0. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

50. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan
kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk
pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari
wran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi
terhadap selisih kurs.

S1.Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-
pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak
material. Selain itu, perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang
dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

92. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
secara kuantitatif harus diungkapkan.

53.Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh
material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika
berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan
dating.

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG
DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

54.Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan
penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.

25. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
pendapatan-LRA, belanja, dan pembiavaan dengan struktur sebagai
berikut:

a. Anggaran;

b. Realisasi;

c. Prosentase pencapaian;

d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
e. Perbandingan dengan periode yang lalu;

f. rt;njelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
alu;

g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klarifikasi ekonomi, organisasi,
dan fungsi;
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1. Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
J. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

56. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

57.

58.

59.

Iﬁbihf_l(u:ang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPAO tahunb berjalan,
kﬁ!‘fi‘k&l kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir
periode dengan struktur sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;

b. rﬁinjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
alu;

¢. Rincian yang diperlukan: dan
d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan,

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-
LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;

b. l}’enjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
alu;

¢. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

d. Rincian lebih lanjut beban menurut klarifikasi ekonomi, organisasi,
dan fungsi; dan

e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan,

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan struktur sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;

b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu;

¢. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancer,
investasi kewajiban jangka panjang, aset tetap, aset lainnya,
kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan

d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan,

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari

aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktiﬁta.s_

pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai

berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;

b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
lalu;

c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing
aktivitas; dan

d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
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60. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas
awal periode, surplus/deficit-LO, dampak kumulatif perubahan
kebijakan /kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir pericde dengan
struktur sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu:

b. Eﬂjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang
u;

c¢. Rincian yang diperlukan; dan
d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENGUNGEAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

61.Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
pembaca laporan.

62, Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian--

kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti;

a. Penggantian manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan;

b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru:

¢. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
dan

d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai
pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN

64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai
berikut:

a. Informasi Umum tenteng Entitas Pelaporan dan Entitas Kuntansi;
b. Kebijakan fiskal /keuangan, ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan
kendalanya;
d. Kebijakan akuntasi yang penting,;
i. Entitas pelaporan;

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan,

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.
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e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
ii. Pengungkapan informasi vang diharuskan oleh Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka Laporan Keuangan.

f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalak paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



DAFTAR ISI LAMPIRAN II

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. | LAMPIRAN II. 01 KEBIJAKAN AKUNTANS] PENDAPATAN LRA

2. | LAMPIRAN 11, 02 KEBILJAKAN AKUNTANSI BELANJA LRA

3. | LAMPIRAN 11. 03 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO

4. | LAMPIRAN I1. 04 KEBLJAKAN AKUNTANS] BEBAN

5. | LAMPIRAN 1. 05 KEBIJARKAN AKUNTANS] PEMBIAYAAN

6. | LAMPIRAN 11, 06 KEBLJAKAN AKUNTANSI KAS SETARA KAS

7. | LAMPIRAN II. 07 KEBLIAKAN AKUNTANSI PIUTANG

8. | LAMPIRAN II. 08 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA

4. | LAMPIRAN II. 09 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

10. | LAMPIRAN II, 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

11. | LAMPIRANII. 11 KEBLJAKAN AKUNTANS! ASET TETAP

12, | LAMPIRAN 11, 12 KEBLJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGERJAAN

13. | LAMPIRAN 11, 13 KEBLJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

14. | LAMPIRAN 11. 14 KEBLJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

15. | LAMPIRAN IIL. 15 KEBIJAKAN AKUNTANS! KEWAJIBAN
KEBLIAKAN KOREKSI KESALAHAN,

16.

RAMEIRAK 2. 16 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI

AKUNTANS] DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

17. | LAMPIRAN 11, 17 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSOLIDASIAN

i 18. | LAMPIRAN 11, 18 KEBLJAKAN AKUNTANSI TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

19. | LAMPIRAN 11, 19 KEBILJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN

20. | LAMPIRAN I1. 20 KEBLJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSES] JASA -
PEMBERI KONSESI

21. | LAMPIRAN 11, 21 KEBLIAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI




LAMPIRAN I1.01

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 09

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.09
PENDAPATAN-LRA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi pendapatan LRA yang dianggap perlu disajikan dalam
laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh

pendapatan LRA dalam ran k
e lapo euangan untuk tujuan

DEFINISI

3. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4. Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk PPKD dan
pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.
Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

PENGAKUAN PENDAPATAN

5. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; atau

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut
merupakan bagian dari BUD

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD/BLUD
dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah
tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD
Perubahan /Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran
entitas telah diterima, dengan svarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai
penganggaran Pendapatan dalam APBD/AFPBD
Perubahan /Penjabaran APBD setelah Perubahan.

Kebijakan Akuntansi NO. 09| PENDAPATAN-LRA _



e. Kas atau pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas
pemerintah daerah lain atas nama BUD yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

Dalam Hal pendapatan yang tidak bersumber dari RKUD antara lain
(BOS, BOP PAUD, DANA DESA dan BOK), pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.

Pendapatan berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena
pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan berupa

barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional vang berbasis
akrual.

PENGUKURAN PENDAPATAN

9.

10,

11.

12,

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
Jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode
penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non
recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA vang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang
pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA vang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
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PENGUNGEKAPAN

13. Pem_:lapeiltan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan
I‘F:‘El.llfasl anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

14. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya, sangat diajurkan untuk diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini ilustrasi pengungkapan pendapatan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan:

Cuplikan Laporan Realisasi Anggaran untuk Pendapatan

Uriian Anm;;; Realisasi Selisih
PENDAPATAN IRE]_ [‘Rﬂ
Pendapatan Asli 400.000.000 450.000.000 50.000.000

Daerah
Pendapatan Pajak 400.000.000 450.000.000 50.000.000
Daerah
Hotel 200,000,000 S00.000.000 100,000,000
1)
Hestoran 200.000.000 150.000.000 (50.000.000)

2}

Catatan atas Laporan Keuangan

I Terdapat selisih lebih sebesar Rp.100.000.000,- untuk realisasi
Pajak Hotel dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini disebabkan
karena terjadi peningkatan wisatawan dibandingkan dengan asumsi
pada saat penyusunan anggaran. Hal ini disebabkan dengan
dibangun beberapa hotel baru pada bulan pertengahan 2023,

% Terdapat selisih kurang sebesar Rp.50.000.000,- untuk realisasi
Pajak Restoran dibandingkan anggarannya. Selisih kurang ini
disebabkan karena terjadi penurunan volume jumlah pengunjung

restoran dibandingkan dengan asumsi pada saat penyusunan

anggaran.
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LAMPIRAN I1.02

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 10

AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.10
BELANJA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh belanja
dalam laporan keuangan untuk tujuan umumn.

DEFINISI

3. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
atau entitas pemerintah daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

PENGAKUAN BELANJA

4. Belanja diakui pada saat :

1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau
oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan
pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing
transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara  pengeluaran,
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah
diverifikasi oleh PPK-SKPD

3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

4. Dalam Hal Belanja yang tidak bersumber dari RKUD antara lain
(BOS, BOP PAUD, DANA DESA dan BOK), belnaja diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan vang terkait,

PENGUKURAN BELANJA

2. Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas vang
keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening
Bendahara Pengeluaran berddasarkan azas bruto dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran yang sah.
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PENGUNGKAPAN

6. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi
anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan
realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

7. Hal-hal yang perlu diungkapkan :

1. Rincian belanja per SKPD

2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja vang disajikan dalam
laporan keuangan lembar muka

3. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara angpgaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan,

4. Informasi lainnya vang dianggap perlu.

Berikut  ini, ilustrasi pengungkapan belanja dalam Catatan atas
Laporan Keuangan:

Cuplikan Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja

Anggaran Realisasi Selisih
2023 2023
(Rp) (Rp) (Rp
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai SRR R
Belanja Barang = .......ccoceeeeees
dan Jasa
BELANJA MODAL
Belanja Modal 300.000.000 150.000.000 0 150.000.000

Peralatan dan mesin
Catatan atas Laporan Keuangan

!} Terdapat selisih lebih sebesar Rp.150.000.000,- untuk realisasi
Belanja Modal dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini
disebabkan Terjadi efisiensi dalam pengadaan barang, khususnya
dalam harga barang. Realisasi harga barang adalah lebih rendah
dibandingkan dengan asumsi pada saat penyusunan anggaran,
vaitu sebesar Rp.150.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya
negosiasi/kesepakatan dengan pihak ketiga melalui proses lelang.
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LAMPIRAN I1.03

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 11

AKUNTANSI PENDAPATAN LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.11
PENDAPATAN-LO

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

DEFINISI

2. Definisi Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
pendapatan-LO dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

4. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi
menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing
pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

5. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level SKPKD meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,
serta Pendapatan Non Operasional. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level
SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah.

PENGAKUAN PENDAPATAN LO

6. Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci,
Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan;

1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah
selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan /imbalan;
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2] Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang

telah diterima oleh pemerintah daerah baik berupa Kas dan atau Non

Kas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
¢. Pada saat pendapatan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah

(BUD)

7. Dengan dasar tersebut di atas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat
dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. Pendapatan-LO
diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah,
dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka
Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya
SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau
Perpres/Permenkeu /Pergub) walaupun kas belum diterima. Hal ini
merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi
wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapataan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dan atau
aset non kas Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
dan atau aset non kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses
transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan
atau penerimaan aset non kas. Atau pada saat diterimanya kas
dan/atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa
lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO
diakui pada saat kas dan atau aset non kas diterima disertai terbitnya
dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran berdasarkan

. prinsip self assesment dan retribusi jasa usaha, dan terbitnva berita
acara serah terima aset non kas.

C. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal
proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah,
dimana kas telah diterima terlebih dahulu, misalnya pendapatan
diterima dimuka.

8. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan
yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah
diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
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9. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh

pemerintah daerah vang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai  dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-

pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori,

yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari

Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan
Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa
Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih
Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial
dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan-pendapatan
tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran,
baik melalui Bendahara Penerimaan SKPKD maupun langsung ke
Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak
menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan
mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan,
dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini
dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari
entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi,
Pendapatan transfer diakui pada saat-timbulnya hak atas pendapatan
transfer tersebut atau terdapat adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi, mana yang lebih dahulu.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lamn-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok
pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan
sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri,
maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-Lain Pendapatan
Daerah wyang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah
ditandatangani.
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Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional,
apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
donasi.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan
Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang,
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non
Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara
kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus
Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

10. Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD
a. Pendapatan Asli Daerah
Merupakan Pendapatan vyang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke
dalam lima kategori, vaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan
pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh
wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut
diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan
(SK) atas pendapatan terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini merupakan kelompok
pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessmenf)] dan dilanjutkan dengan
pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk
kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang
termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak sarang
burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pendapatan ini diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran
pajak atau pada saat jatuh tempo pembayaran pajak, mana yang
lebih dahulu. Namun apabila pada saat pemeriksaan ditemukan
kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar
yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan
apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka
akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan
pengurang pendapatan LO.
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3) Pendapatan Pajak Tipe C. Pajak tipe ini merupakan kelompok
pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment] dan pembayarannya diterima di
muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke
depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak
yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk
selanjutnya dilakukan penetapan. Contoh pendapatan daerah yang
termasuk kedalam kelompok pendapatan pajak tipe D adalah
pajak reklame. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkait.

4) Pendapatan Retribusi Tipe A. Untuk pendapatan retribusi tipe A,
pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode
berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe A adalah retribusi jasa
umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran
telah diterima atau pada saat jatuh tempo pembayaran, mana yang
lebih dahulu.

9) Pendapatan Retribusi Tipe B. Pembayaran retribusi ini dilakukan
bersamaan atau setelah SKR terbit . Contoh pendapatan retribusi
tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan
Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PENGUKURAN PENDAPATAN LO

11. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, vaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),

12. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan.

13. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

14. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
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PENGUNGKAPAN

15. Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan

operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

2, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. Penjelasan  sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah;

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Berikut ini ilustrasi pengungkapan pendapatan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:

Cuplikan Laporan Operasi untuk Pendapatan

Uraian Jumlah 2023 Jumlah 2022
(Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 500.000.000 450.000.000
Pendapatan Pajak Daerah 500.000.000 450.000.000
Hotel 300.000.000 Y 300.000.000
Restoran 200.000.000 = 150.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan

1)

)

Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp.300.000.000,- sesuai dengan
Pendapatan Pajak Hotel yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak
Daerah pada tanggal 1 Februari 2022.

Pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp.200.000.000,-, yang telah
diterima sebagai kas adalah sebesar Rp.150.000.000,-. Selebihnya,
senilai Rp.50.000.000,- masih berupa piutang.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
BEBAN

TUJUAN

3

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

RUANG LINGKUP

2.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
beban dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

DEFINISI

3.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

KLASIFIKASI

4.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja vang didasarkan
pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas, antara lain
meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga,
beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban
penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

PENGAKUAN BEBAN

5.

Beban diakui pada saat :

(1) timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan
hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa dilkuti keluarnya
kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
pemerintah.

(2) terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas
kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah.

(3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
Jasa.Apabila terjadi pada saat penurunan nilai asset
sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/
berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
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6. Dengan kriteria di atas maka kebijakan akuntansi untuk
pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

3)

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan
waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas,
dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka
kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan
lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban
dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan
kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari
transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara
Penyerahan Barang dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini
selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan atau aset
non kas. Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah
tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban
daerah dan pengeluaran kas dan atau aset non kas daerah, maka
beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas dn atau
aset non kas. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban yang
bersamaan dengan pengeluaran kas dan aset non kas ini dapat
juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

a) Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (range 30
hari)] dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk kepraktisan
(pertimbangan biaya dan manfaat).

b) Dokumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoleh atau
tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon.

c) Sistem atau administrasi utang harus memadai, hal ini terkait
dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem
administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan
untuk mengakui kewajiban bersamaan dengan pengeluaran
kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya utang di
akhir tahun.

Beban diakui setelah pengeluaran kas Apabila dalam hal proses
transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara
penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah,
dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah
pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan
walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan,
pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.
Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban
Dibayar di Muka (akun neraca)
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7. Pengakuan beban dapat terjadi pada SKPKD dan SKPD.
Pengakuan Beban di SKPKD terdiri dari:

a.

Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah
daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding)
termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan
pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah
seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga
Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika
pinjaman telah jatuh tempo. Beban bunga diakui saat timbulnya
kewajiban. Meskipun demikian beban bunga seharusnva dapat
dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya
waktu, sesuai dengan kontrak perjanjian dan belm diselesaikan
pada tanggal pelaporan.

. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran
yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan
negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya
yvang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan
jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat
hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah
Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi
diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban
subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk
memberikan subsidi telah timbul

Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah
kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan
Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok
Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan
Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinva kewajiban
Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara
teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk meyerahkan
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uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah
ditandatanganinya nota perjanjian hibah

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang
yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial
kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial
kepada Anggota Masyarakat. Beban bantuan sosial diakui saat
timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan
bantuan sosial. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah
timbul setelah Pemda secara formal mengakuinya.

e. Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan vang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait
ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat
akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan
beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak, Beban Transfer Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah
Daerah yaitu diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/
peraturan kepala daerah.

8. Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:
a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan
Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak
Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur,
Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai
BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme
UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui
mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
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Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi
mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung
diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS
diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh
pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika
bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah
diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam
mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah
terbit dan diterima oleh PPK.

Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban
Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban
Perjalanan Dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Beban barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya
konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau
potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarmya kas dari
kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain vang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa
terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu, Contoh
adalah penyusutan atau amortisasi. Beban penyusutan
menggunakan metoda garis lurus.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan
periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya
pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan.
Metode periodik tidak langsung mengkinikan nilai persediaan
ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname)
pada akhir periode.
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¢. Hibah dan Bantuan Sosial
Beban hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui
pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang

dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada
penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode
pendekatan yaitu pendekatan Beban dan pendekatan Aset.

Pendekatan Beban dilakukan ketika Barang dan Jasa yang akan
dihibahkan /diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan
Jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara
Serah Terima dari rekanan ke SKPD, serta barang tersebut
langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan
dokumen yang sah akan tetapi belum dilakukan pembayaran.

Pendekatan Aset dilakukan ketika Barang dan Jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketika dan Barang dan
Jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara
Serah Terima dari rekanan ke SKPD, akan tetapi belum
dilakukan pembayaran serta NPHD/dokumen yang
dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut
belum diserahkan ke penerima hibah.

PENGUKURAN BEBAN

9. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama
satu periode pelaporan.

PENGUNGKAPAN BEBAN

10. Beban disajikan berdasarkan jenis beban sesuai Klasifikasi ekonomi
dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan :
1. Rincian beban per SKPD ‘
2. Penjelasan atas unsur-unsut beban yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Berikut ini, ilustrasi pengungkapan beban dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.22
ASET LAINNYA

TUJUAN

i

Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset lainnya adalah mengatur
perlakuan akuntansi untuk aset lainnya.

Pernvataan Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk:

a, identifikasi kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Aset
lainnya;

b. pengakuan dan pengukuran aset lainnya;

c. penyajian dan pengungkapan aset lainnya.

DEFINISI
3. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Penjualan Angsuran;

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud;

e. Aset Lain-lain.

PENGAKUAN ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran
5. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran
kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah: penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

Catatan:

Pencatatan Tagihan Penjualan Angsuran dicatat di masing-masing
SKPD terkait yang memiliki tagihan tersebut. Pelunasannya akan
diperlakukan dengan mekanisme pendapatan.

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk akun Tagihan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran

6. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dar

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
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Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yvang diderita oleh Pemerintah
Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat
lainnya dan pegawai non ASN dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah
Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

9. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang
telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum
daerah.

10, Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi
dengan setoran vyang telah dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

11. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.

12, Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

13. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain
berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

14. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset,
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biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah
Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah,
pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.
Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam
perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

15. Bangun, Kelola, Serah (BKS] dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali] Aset Lain-lain
BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan.
Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada
saat penyerahan terjadi.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

16. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah
Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga /investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana
lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan
tujuan pembangunan aset tersebut.

17. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah
Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran
oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

18. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset
yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah
ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain
BSK dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan.

Pada saat bangunan diserahterimakan dari pihak ketiga/investor
kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai
aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset
yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun
aset tersebut.

ASET TAK BERWUJUD

19. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Contoh aset tidak berwujud adalah: hak paten, hak cipta, hak

merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud
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dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri
oleh Pemerintah Daerah.

20. Aset tidak berwujud meliputi:

a. Lisensi dan franchise

C.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

. Hak cipta {copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusil bagi pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Aset Tidak Berwujud Lainnya.

21. Aset Tidak Berwujud Lainnya terdiri dari

al'

b.

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun.

Hasil kajian/peneliian yang memberikan manfaat jangka
panjang Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang
akan datang vang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila
hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat
dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

22. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

a. Pembelian

b. Pengembangan secara internal;

c
d
e

f.

. Pertukaran;
. Kerja sama,;
. Donasi/Hibah; dan
Warisan budaya/sejarah (intangible heritage assets).

23. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk

dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang
lain pada suatu entitas; atau

b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak

kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan
apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau
dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
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24,

25.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati,
mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang
terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh
bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga
meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk
memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal
demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut.
Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya,
seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

Hasil dari realisasi belanja yang memenuhi kriteria aset tidak
berwujud dikapitalisasi jika nilainya di atas Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

26.Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus

27.

28.

(straight line method)

Pengadaan aset tidak berwujud pada tahun berjalan sudah
dilakukan amortisasi sejak aset tidak berwujud tersebut dicatat
kedalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun dalam
pencatatan akuntansi. Terhadap aset tersbut dilakukan proses
amortisasi dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan amortisasi
dilakukan tiap semester dan tahunan.

Masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan sebagai berikut:

URAIAN Masa Manfaat
Software 4
Lisensi/ Franchise 10
Hak Cipta (Copyright), Paten dan 25
hak lainnya
Hasil Kajian /Penelitian 20 -

29.Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi

kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2
(dua) tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian /riset; dan

b. Tahap pengembangan

30. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/ riset

(atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak
dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus
diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset
dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat
membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan
manfaat ekonomi masa depan. Oleh karenanya, pengeluaran ini
diakui sebagai beban pada saat terjadi.
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31.ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan
pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah
dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat
tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan,;

b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau
memanfaatkan ATB tersebut;

¢. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB
tersebut;

d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;

e. Ketersediaan sumber dayva teknis, keuangan, dan sumber
daya lainnya yang cukup untuk  menyelesaikan
pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB
tersebut; dan/atau

f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai penge
luaranpengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa
pengembangan.

32.Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam
beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB
dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat
ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan
atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further
advance) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil
pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak,
harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.

ASET LAIN-LAIN

33. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan
Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti
Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah atau asset rusak berat.

PENYAJIAN ASET LAINNYA

34. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset .

PENGUNGEKAPAN ASET LAINNYA

35. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Besaran dan rincian saldo aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak beruujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (seiwa,
KSP, BOT dan BTO);
d. Informasi lainnya yang penting.
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LAMPIRAN II.15

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 23

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daeral.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.24
KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI
AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

TUJUAN

1,

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
dan peristiwa luar biasa.

RUANG LINGKUP

2.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu
entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk
melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Kebijakan ini ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan yang mencakup Ilaporan
keuangan semmua entitas akuntansi, termasuk badan layanan
umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.

DEFINISI

4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip,dasar-
dasar,konvensi-konvensi, aturan-aturan,dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/ pos-pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang
mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau
periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/ pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi
atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau
penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga
aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa
mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena
terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam
mengestimasi,atau perkembangan lain.

AKUNTANSL PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN
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Pos adalah kumpulan akun se enis yang di
lembar muka laporan mmf S i

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada
periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya
keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh
PeEngguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan
dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi kesalahan
interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak
dapat diandalkan lagi.

7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumilah
koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus
dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih
maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material
pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan.

8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis:
a) Kesalahan yang tidak berulang;
b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

9. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan
tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya;

KESALAHAN YANG BERULANG

10. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya
adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajak.
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PERLAKUAN TERHADAP KESALAHAN

11.Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

1. Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang
a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
12.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode berjalan, baik Yang mempengaruhi posisi kas maupun

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.

b. Ke@ahm tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
1) Koreksi - Laporan keuangan belum diterbitkan

13.Koreksi kesalahan Yang tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,

dw[mh‘h laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,

kan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan,

baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun
akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah diterbitkan

14.Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain~-LRA. Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

a.yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

b.yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo
kas

d.yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset yaitu belanja modal tahun lalu yang belum
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran
Lebih dan mengurangi saldo kas.

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
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17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas
;-,rgltu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah
dflakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas
yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan,
dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap
dan mengurangi saldo kas.

18.Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi pesisi kas dan
tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

19. Contoh koreksi kesalahan beban:

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-
lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban
pegawal tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

20.Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan  keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
a.yang menambah saldo kas vyaitu penyetoran bagian laba
perusahaan daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo

Anggaran Lebih.
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b. La.li :rr}engurani;ajdu kas yaitu pengembalian pendapatan dana
S1 umum na kelebihan transfer oleh Pe i
dikoreksi oleh: rennia Pust
1) pemerintah Yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Saldo Anggamn Lebih dan mengu rangi saldo kas.
2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas
dan menambah Saldo Anggaran Lehbih.

22.Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
ekuitas.

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a.yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas vaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
dikoreksi oleh:

1. pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2, pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Ekuitas.

24.Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun Saldo Anggaran Lebih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yvaitu Pemerintah Daerah menerima
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun
lalu dari entitas lain, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangisaldo kas terkait penerimaan
pembiayaan,yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan
setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari entitas lain
dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan

mengurangi saldo kas.
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26.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

4. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran
Lebih.

27.Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan

28.

29,

30.

31.

kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban
bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu
kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
akun kewajiban terkait.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun alu
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan
mengurangi saldo kas.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,
dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran
atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya
koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18, dan
22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas
yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

32.Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi
kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode
tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun
neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

AKUNTANSL PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
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33.Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas
sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran
untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap)
dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi vang
dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan,
irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.
Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

2. Perlakuan terhadap Kesalahan Berulang

34.Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada
paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat
pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan

kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA
maupun pendapatan- LO yang bersangkutan.

35.Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-
periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam

Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang
bersangkutan.

36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

37.Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu,
kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara
konsisten pada setiap periode.

38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan  atas basis akuntansi,
kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh
perubahan kebijakan akuntansi.

39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi vang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan
lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal
sebagaiberikut:

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
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a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang secara substansi berbeda dari peristiwa jadi
sebelumnya; dan i e

b. adopsi sruatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
suatu  perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian
perubahan tersebut harus sesuaj dengan regulasi terkait yang telah

menerapkan persyaratan-persyaratan sehub
un
revaluasi. - enenn

42.Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

43. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang
dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan
penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah
untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan
akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi
basis Akrual penuh. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos
neraca yang belum mengikuti basis akrual penuh.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

44. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang
berubah.

45.Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi
disgjikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan
dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai
contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap
berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

46. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang
akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu

OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

47. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitaspemerintah
dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan,
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pro : ek, i
dihi‘i;knanr‘:my atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut

penghentian apabila dimungkinkan, dam

pak sosial atau
dw pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait
P penghentian apabila ada harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.

49.Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu
segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun berjumlah nol wuntuk tahun berjalan.
Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada
Laporan Keuangan.

50.Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu
tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,
seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan
Keuangan. Pada wmumnya entitas membuat rencana
penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau
sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah
dan lain-lain.

51. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek,
segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan
oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus
merosot, pergantian kebutuhan lain.

b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program,
proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah,
menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu

operasi tersebut.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.23
AKUNTANSI KEWAJIBAN

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai
tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap
kewajiban tersebut,

RUANG LINGEKUP

2.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit
pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan
umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang
diperlukan.

DEFINISI

3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos

kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan
akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti
utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk
mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek atau jangka panjang.

Penyajian kewajiban pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

7. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek lainnyva adalah kewajiban yang jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan,
misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga,
utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang.
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b. Kewajiban Jangka Panjang

9. Kewgajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar dalamm waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

10.Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban

Jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo

dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan jika:

a. fjangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12
(dua belas) bulan; dan

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c¢. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum

laporan keuangan disetujui

11. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus
dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi,
meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka
panjang lainnya.

12. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam
bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih
baik mengenai kewajiban pemerintah.

13. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan,
Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam
regulasi tersendiri.

PENGAKUAN

14.Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan
atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

15.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh
pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
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Kewajiban dapat timbul dari ;

1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-
masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan
menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus
timbal balik atas sumber daya atau jfanfi untuk
menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan
pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima
barang atau jasa sebagai ganti janfi untuk memberikan
uang atau sumber daya lain di masa depan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak
dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara
langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai
gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber
daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu
kewgjiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum

dibayar pada tanggal pelaporan.

3.Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related
events)
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah
kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan
adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.
Kejadian tersebut mungkin berada di Iluar kendali
pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam
hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan
Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang
timbul dari transaksi dengan pertukaran.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge
events)
Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian
yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian
tersebut mempunyai konsekuensi keuangan  bagi
pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk
merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai
tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan
publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan
bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang
sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang
ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai
kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah
dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab
pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat
memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara
formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan
pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan
dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan
pertukaran atau tanpa pertukaran.

Kebijakan Akuntansi No. 23 | KEWAJIBAN [ERIID



PENGUKURAN

17.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam

mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut :
Utang Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang
timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana
pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan,
dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang
belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan
adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan
dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya
berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke
peraturan pengganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa,
termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,
pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh : pembangunan fasilitas
atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada
pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang
dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai
dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Utang kepada pihak ketiga
juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang
berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum
diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat
ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Utang Bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat
berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.
Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus
diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.
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d.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan yang
sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode
yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu
diterima. Karena jumlah yang telah diterima itu belum merupakan
pendapatan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah ini
merupakan suatu uang muka yang diterima dan termasuk dalam
kategori Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Lancar lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban
lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada
saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing
item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,
misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai .

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang :

b.

Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan
(non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi
utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam
kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Utang Pemerintah Yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari
(onginal face wvalue)] dengan memperhitungkan diskonto atau
premium vang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah
yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium
harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga
diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan
jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga
premium nilainya akan berkurang.

PENYAJIAN

18. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah

daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.
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PENGUNGKAPAN

19.Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam

bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang
lebih baik kepada pemakainya.

20.Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi
yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh
temponya.

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku.

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
Jatuh tempo.

e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
1) Pengurangan pinjaman.
2) Modifikasi persyaratan utang.
3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan
periode pelaporan.

J. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk
daftar umur utang berdasarkan kreditur.

g. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode
yang bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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Berikut ini ilustrasi pengungkapan kewajiban:

KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
terdiri sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek Rp.30.000.000,-

2, Kewajiban Jangka Panjang Rp.40.000.000,-

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri
dari:

1. Kewsjiban /Utang PFK Rp. 10.000.000,-

2. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Rp.20.000.000,-

Kewajiban/Utang PFK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan
utang pajak penghasilan (PPh) yang belum disetorkan. terdiri dari;

1. PPN Rp.6.000.000,-

2, PPh Rp.4.000.000,-

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) merupakan bagian lancar kewajiban kepada BPD yang harus dilunasi pada
tahun yang akan datang.

Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
merupakan kewajiban kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp.100.000.000,- selama 5
tahun yang telah dilunasi sebesar Rp.40.000.000,- dengan tingkat bunga 11%.
Kewajiban tersebut dirinci sebagai berikut:

Daftar Kewajiban
2020 2021 2022
Dialam ribuan
Bank RiauKepri  Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.0000-
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.24
KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI
AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
dan peristiwa luar biasa.

RUANG LINGKUP

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu
entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk
melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

3. Kebijakan ini ini berlaku wuntuk entitas pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan
keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan
umurmn, yang berada di bawah pemerintah daerah.

DEFINISI

4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi dengan pengertian:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip,dasar-
dasar,konvensi-konvensi, aturan-aturan,dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/ pos-pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang
mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau
periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/ pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi
atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau
penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga
aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa
mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena
terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam
mengestimasi,atau perkembangan lain.

AKUNTANSL PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
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Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada
lembar muka laporan keuangan

KOREKSI KESALAHAN

5.

7.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada
periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya
keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan
dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansikesalahan
interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak
dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah
koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus
dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih
maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material
pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan
atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang;

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

9.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya;

KESALAHAN YANG BERULANG

10, Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya
adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajak.

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN
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PERLAKUAN TERHADAP KESALAHAN

11.Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

L+

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang
a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

12.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

1j

periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.

b. Kesalahan tidak berulang vang terjadi pada periode sebelumnya
Koreksi — Laporan keuangan belum diterbitkan

13.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

2)

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan,
baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun
akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi — Laporan Keuangan sudah diterbitkan

14.Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga

15.

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam  hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

b.yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja terscbut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c. yvang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo
kas

d.yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan aset yaitu belanja modal tahun lalu yang belum
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran
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16.Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset
bersangkutan.

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a.yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas
yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah
dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas
yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan,
dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap
dan mengurangi saldo kas.

18.Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan
tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

19. Contoh koreksi kesalahan beban:

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-
lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban
pegawai tahun lalu yvang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

20.Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba
perusahaan daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo

Anggaran Lehih.
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b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat,

dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun

Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas

dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

22.Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

ekuitas.

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a.yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba

perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana

alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

dikoreksi oleh:

1. pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2. pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan

menambah Ekuitas.

24.Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan

akun Saldo Anggaran Lebih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima

setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun
lalu dari entitas lain, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
.yvang mengurangisaldo kas terkait penerimaan
pembiayvaan,yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan
setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari entitas lain
dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan
mengurangi saldo kas.
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26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas vaitu kelebihan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan

mengurang saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran
Lebih.

27.Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan

28,

29,

30.

31.

kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban
bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu
kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
akun kewajiban terkait.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun alu
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan
mengurangi saldo kas.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,
dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran
atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya
koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18, dan
22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas
yvang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

32.Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi
kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode
tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun
neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

AKUNTANSL, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
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33.Contoh kesalahan vyang tidak mempengaruhi posisi kas
sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran
untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap)
df'lapurka.n sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang
E:il_lakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan,
irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.
Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

2. Perlakuan terhadap Kesalahan Berulang

34.Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada
paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat
pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan
kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA
maupun pendapatan- LO yang bersangkutan.

35.Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-
periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam

Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang
bersangkutan.

36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

37.Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu,
kebijjakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara
konsisten pada setiap periode.

38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan  atas basis akuntansi,
kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh
perubahan kebijakan akuntansi.

39, Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
pemerintahan wvang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan
lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal
sebagaiberikut:
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a.adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sebelumnya; dan

b.adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau vang tidak material.

41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian,
perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah
menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan
revaluasi.

42.Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
disajikkan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

43. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang
dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan
penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah
untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan
akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi
basis Akrual penuh. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos
neraca yang belum mengikuti basis akrual penuh.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

44, Agar memperoleh Laporan Keuangan vang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang
berubah.

45.Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi
disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan
dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai
contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap
berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut .

46.Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang
akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu

OPERASI TIDAK DILANJUTEAN

47. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitaspemerintah
dihapuskan oleh  peraturan, maka suatu operasi, kegiatan,
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program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut
dihentikan.

48.Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan

misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang
dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian,
pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal
penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau
dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait
pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan.

49.Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu

segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada
Laporan Keuangan.

50.Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu

51.

tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,
seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan
Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana
penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau
sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah
dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek,
segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan
oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus
merosot, pergantian kebutuhan lain.

b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program,
proyvek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah,
menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu
operasi tersebut.

AKUNTANSL PERUBAHAN ESTIMAS]I AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTEKAN
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KABUPATEN BENGKALIS

KEBIJAKAN 25

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.25
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

TUJUAN

. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur
pr:.-n},rulsunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit
permenntahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk
tUJu.?.n umum (general purpose financial statements) demi
m‘emngkatkan kualitas dan kelengkapan laporan  keuangan
dimaksud. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan
lﬂponm' keuangan untuk tujuan umum adalsh laporan keuangan
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beorsama scbagian
bfes.ar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

RUANG LINGKUP

2. Lapuran‘ keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan
yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara
terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar
mencerminkan satu kesatuan entitas,

3. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian.

4. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai
entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum

Daerah.

5. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:
a. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
b. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
c. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture);
dan
d. Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah,

DEFINISI

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi dengan pengertian:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di
lingkungan pemerintah  yvang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas.
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Entitas akuntansi adalah unit i
pemerintahan pengguna
:;ggarianfpengguna barang dan oleh karenanya  wajib
nyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

I{unsulzdas: adalah proses penggabungan antara akun-akun yan
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan mtimE
pE:]EI.pﬂl"c'l.ﬂ lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi
lgjnqya. dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat
disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gal;fungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu
entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

7. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

8. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan,
kecuali:

a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya
disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum;

b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih
vang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

9. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas
pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

10. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan
konsolidasian.

11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian
dari semua entitas akuntansi di bawahnya kepada lembaga
legislatif.

12. Dalam kebijakan ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi
akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian,
apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal
tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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13. Contoh akun timbal balik (reciprocal @ccounts) antara lain sisa

uang persediaan vang belum dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-

undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan
kekayaan dari anggaran,

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-
undangan,

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang
diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh
rakyat, dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang
menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

15.

16.

17.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang
dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan
laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampalkan secara
intern dan berjenjang kepada unit yang Ilebih tinggi dalam
rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai
pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum,

memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat
yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi
tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang
dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit

19. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD

adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris
membawahinya.
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20. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan
hgrpentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang
dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

21. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang
secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan
keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang
sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi
yang membawahinya.

PROSEDUR KONSOLIDASI

22. Konsolidasi dilaksanakan dengan  cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan
dengan entitas pelaporan lainnya, atau vang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun timbal balik.

23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organisatoris berada di bawahnya.

PENGUNGEKAPAN

24, Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-
nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta
status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas
akuntansi.

25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal
balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo
akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum

dilaksanakannya eliminasi.

Kebijakan Akuntansi No.25 | LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN _



LAMPIRAN I11.18
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TREASURY DEPOSIT FACILITY
(TDF)

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraph kebijakan,
harus dibaca dalam konteks paragraph-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa
dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.26
TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi Treasury Deposit Facility (TDF) yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Treasury
Deposit Facility (TDF) dalam laporan keuangan untuk tujuan
umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas daerah
tidak termasuk perusahaan daerah

DEFINISI

3. Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah
fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi
Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum
negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai

berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

PENGAKUAN DAN PENCATATAN
4. Pengakuan dan Pencatatan Penyaluran Pokok DBH/DAU Melalui

Fasislitas TDF:

a. Dalam hal pokok DBH yang telah disalurkan dari RKUN ke
Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca)
Pada Pendapatan Transfer — Dana Transfer Umum DBH/DAU
(LO);

b. Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui
sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Naraca) dan Perdapatan
Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode
sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang
Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

c. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh
Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD. Pemda
mencatat sebagai Kas di Kas Daerah Pada Aset Lainnya (Neraca)
dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan
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Saldo Anggran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer— Dana
Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

5. Pengakuan dan Pencatatan Penyaluran Remunerasi DBH/DAU

Melalui Fasilitas TDF:

a. Dalam hal Bank Indonesia (BI) telah memberikan remunerasi
atas DBH /DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan
skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer
ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-lain
PAD yang Sah (neraca) pada Pendapatan Bunga- Lain-lain
PAD vang Sah atau akun sejenisnya (LO);

b. Dalam hal remunerasi atas DBH /DAU yang dibayarkan
melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD,
maka Pemda mencatat Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-
lain PAD yang Sah (neraca), dan mengakui Pendapatan
dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL) pada Pendapatan Bunga- Lain-lain PAD vang Sah atau
akun sejenisnya (LRA).
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.27
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

TUJUAN

1.

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:

a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa
setelah tanggal pelaporan; dan

b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

2. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu
menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas
apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa
penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan
pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan
negara/daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi
dengan pengertian:

6. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang

menguntung-kan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di

antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk

terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal
pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan);

b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal
pelaporan  (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal
pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

7.

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah
tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan
adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit
laporan keuangan telah selesai yang dinyvatakan dalam LHP auditor atau
tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan
keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
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Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi
penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat
organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas
serta  prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan
penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

9.

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbil, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan
yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam
laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah
berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a)
apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup
tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat
bukt yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

10,

11.

Entitas menyesuaikan jumlah yvang disajikan dalam laporan keuangan
karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan
yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau
untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

a) Penyelesaian atas putusan pengadilan vang telah bersifat final dan
memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan vang
memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal
pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban vang terkait dengan
penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upava
lainnya.

b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan vyang
mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal
pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak
untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor vang
terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan
kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang
diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan
setelah tanggal pelaporan.

d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah
saji laporan keuangan.

€] Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan
keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui
pemerintah.

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

124

Entitas tidak menyesuaikan jumlah vang disajikan dalam laporan
keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal
pelaporan.




13. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di
antaranya:

a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan
nilai wajar secara teratur vang menyebabkan menurunnya nilai aset
diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan
kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan
menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

HKESINAMBUNGAN ENTITAS

14. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar
kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat
penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
dalam jangka pendek.

15. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini
mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan
keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada
keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke
entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan
dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan
kewajiban yang tercatat.

16. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga
untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut
mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul
dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka
Panjang menjadi utang jangka pendek.

I7. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.
PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak
disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus
diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan
yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak
berkesinambungan: atau

b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan
menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk
melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang
memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.
PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

PENGUNGKAPAN
Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

18. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan
keuangan.

19. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui aleh
pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa
setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
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Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

20. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan
dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka
entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini
tersebut.

21. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan
pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi
yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut
tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya,
Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika
bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan
baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

22. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai
yvang material, tidak adanva pengungkapan dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas
mengungkapkan Informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa
nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, vang mencakup:

a. Sifat peristiwa; dan

b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi
tersebut tidak dapat dibuat.

23. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan
yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan
pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait
dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;

b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah vang signifikan;

¢. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;

d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset
atau kurs valuta asing;

€. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti
penerbitan jaminan yang memiliki nilai vang signifikan; dan

[. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan vang terjadi
setelah  tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait
keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.28
PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

TUJUAN

lr

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur akuntansi

perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh i pemeri
; entitas p
pemberi konsesi, B

RUANG LINGKUP

2!-

Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas i
s - pemerintah, menerapk
Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukl?rﬂiiﬂ

penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertuj
atas perjanjian konsesi jasa. gan yang bertujuan umum

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam
menyusun laporan keuangan vang bertujuan umum.

Perjanjian Lkm_:uiscsi jasa dalam ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini
adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik
vang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Perjanjian di luar ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian
yang tidak terkait dengan penyvediaan jasa pelayanan publik dan
komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan
tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi {misalnya alih daya, kontrak jasa,
atau privatisasi).

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra
konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra
konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yvang relevan,

DEFINISI

7.

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi ini
dengan pengertiannya:

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi
dan mitra dimana:

a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa

publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;

dan

b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik
selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian _mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian,
seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak
dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum

lainnya.

Pemberi_konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah
yvang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
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Aset konsesi j i iakan
asa adalah aset yang digunakan untuk i i
ASCl konsesi ja : menyed
publik atas nama pemberi konsesi dalam suaty perjanjian konsesi oy
dan aset dimaksud merupakan aset yang: N
a) disediakan oleh mitra, yang:
[[] dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
1 (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
[1] merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atauy
(i) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

8.

10.

11.

12,

13.

FEEEb&gll-:a konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan
peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan i
konsesi jasa apabila: ¢ = et

(a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenie jasa puhblik
yang _hmua disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut
diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

(b) Pemberi konsesi mengendalikan [vaitu melalui kepemilikan, hak
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa
aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam
perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset)
jika persyaratan terpenuhi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas asel konsest
Jjasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki
pemberi konsesi.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan,
pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset vang dipartisipasikannya
tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur
dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian
konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan
jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri
dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.
Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara
terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan
komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai
dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut
disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi
teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai
perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam
jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi. Reklasifikasi aset
dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

1
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

14, - , _
J}f:lagcjllams:al pemberi i_:!:nnscm mcngs_lkn.u asel konsesi jasa, pemberi konsesi
ke kunngaksaaiu}aks;w?;m& Pen;l:len konsesi tidak mengakui kewajiban at.';ia

yang berasal dari reklasifikasi asetnya. kec i
terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra. F' el i

15. Pengakuap 1kewaj1'ban pgdg awalnya diukur sebesar nilai yang sama

kepada pemberi konsesi,

16. Sg’fat kewajiban yang diakui direntukan berdasarkan siat mmpalan yang
d{pcrtukari-mn antara'pemher{ konsesi dan mitra. Sifat imbalan Vang
i;be?;an oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan men'gﬂcu

pada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada
hukum perjanjian yang relevan. k. :

17. Sebagai bentuk permka:ran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi
memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui
skema atau skema kombinasi dari:

4) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan
(financial liability model);

b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator
model], misalnya:

(i ~Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan
dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

(il Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain
asel konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya
pengelolaan fasilitas parkir berbayar vang berdekatan dengan
fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan
lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya
yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan
jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

18. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat
untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehuhungan_.
pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi
jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban
keuangan.

19. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk
membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar
kepada mitra terhadap:

a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para
pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat
ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada
adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah
memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi

tertentu.
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b) hagl_'an tagﬂmn atas biaya keuangan; dan
c) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

22, ﬁat%mn _untu_l:: tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas
. I'Sl;'!fi:laﬂ.n jasa Pﬂlﬂ}'ﬁnﬂﬂ public oleh mitra sesuai maksud perjanjian
onsesi jasa, diakui sebagai beban., &

23. Ketika I_cumpnnen aset da.n ‘I‘mmpc-nen ketersediaan jasa pelayanan publik
yang diatur dalam perjanjian konsesi lasa dapat diidentifikasi secara
terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran
dan_ pen_lheri konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada
nilai ‘wajar _n:laﬁf atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan
publfk. I:ieu}:a komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelajranan
publlk tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan
Jasa pelavanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada
mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

24. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa
syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra
sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau
peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk
memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi
jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi
mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari
pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan
mitra.

25. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban
[pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian
konsesi jasa.

26. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas
aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa
pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi
jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh
pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang
menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada
mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara
langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi
konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau
yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui
berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan
mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.,

27. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat
pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian
aset konsesi jasa vang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau
masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas
pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan
dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban —
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i;!gmtgg langguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan
publik daﬁmbaymﬂ et 3yl mitra atas penggunaan layanan jasa
sebagai beban, N aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui

Membagi Perjanjian

28. Apabila dalam per_ja.njian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi
Emmha,}’fir atas h:a;ra pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset
ONsEsi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian
;:mlalm skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas Jjumlah
t::m:luruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara
keﬁ?ﬁfuhaunulik masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk
e d.iulru:“l. ewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban

29, Pemberi konsesi mencatat masin i i i
. _ 2 NASIn, lan kewa
masing-masing skema. s R et

KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJEN
DAN ASET KONTINJENSI o

30. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban
kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa
berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban
kontinjensi dan aset kontinjensi.

PENDAPATAN LAINNYA

31. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan,
berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi
pertukaran,

PENYAJIAN DAN PENGUNGEAPAN

32. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada
PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

33. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam
menetapkan pengungkapan yvang memadai dalam catatan atas laporan
keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait
dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
sehubungan perjanjian konsesi jasa;

b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat
memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian
aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, langgal
penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang
harga/tarif atau negosiasi ulang).

¢} Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai)
dari:

i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
ii. Hak vang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang
ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
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ii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal
laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konscsi yang
direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

Iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masg
petjanjian konsesi jasa:

V. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi
konsesi jasa;

vi. Ketentuan hak dan langgung jawab lainnya, misalnya
perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset
konsesi jasa atau aset selain  aset konsesi jasa  guna
memperoleh pendapatan: dan

{d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode
laporan keuangan tahun berjalan.

34. Pengungkapan merupakan pengungkapan tambahan yang material
sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa.

35. Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi
jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian
konsesi jasa, Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu
penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau
kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi,
atau jasa pengolahan air,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.29
PROPERTI INVESTASI

TUJUAN

1.

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

RUANG LINGKUP

2,

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan
Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah daerah tidak
termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur: dan
b} hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas
alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat
diperbaharui.
DEFINISI
4. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi ini:

Nilai tercatat (earrying amount) adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan
yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah

dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan biaya perolehan,

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar,

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak
untulk:
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a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b} dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat,

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh

pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan
pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi
atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

PROPERTI INVESTASI

9. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki
properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa
dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah
mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal
ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk
digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi.
Selain itu, entitas pemerintah, dapat Juga memiliki properti untuk
disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan
menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai
kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan
yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk
menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi
properti investasi.

6. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk
properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas
pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan
pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk
memperoleh kenaikan nilai.

7. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau
untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu,
properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak
bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini
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membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri
(aset tetap).

8. Berikut adalah contoh properti investasi:

aj

b)

d)

e}

tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang
dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah vang lain
dalam jangka pendek;

tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan
penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau
akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain
dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah vang
dimiliki dalam rangka kenaikan nilai:

bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh
entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak
lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki
tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu
atau lebih sewa operasi;

properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang
di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

9. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi
dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan

i

a)

b)

properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam
proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk
pengembangan dan diserahkan kembali;

properti yang masih dalam proses pembangunan atau
pengembangan atas nama pihak ketiga;
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¢} properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya)
properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai
properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk
pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya
sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang
digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa
pembiayaan;

e} Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang
menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar,
misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang
disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan
mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai
dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

gl properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan
sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada
pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang
digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan
kepada pihak lain.

10. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada
umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan
untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu
aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam
beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang
digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa
atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan
operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut
dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara
terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak
dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai
properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan
untuk kegiatan operasional pemerintah.
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11, Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan
kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas
memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika
layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan
perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menvediakan jasa
keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

12. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas
menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti
investasi, Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika
pengklasifikasian dianggap sulit.

13. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang
disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang
berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas
vang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak
memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang
dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada
dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti
investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi
Jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang
mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain
dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan
entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti
investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan
keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

14. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya
maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah
lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua
entitas pelaporan.

PENGAKUAN

15. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan
mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti

investasi; dan
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b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur
dengan andal.
16.Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria
pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang
melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti
yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas
akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait
dengan properti investasi tersebut.

17.Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi
dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu
properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai
perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

18.Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya
properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk
biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan
biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk
penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

19.Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari
perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat
properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai
surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari
tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis
pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari
pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya
perbaikan dan pemeliharaan properti.

20.Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.
Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian
dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui
dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian
properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan
dipenuhi. Jumlah tercatat bagian vang digantikan dihentikan
pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dar

Pernyataan ini.
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PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

21.Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut),

22.Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran
properti investasi tersebut dinilaj dengan menggunakan nilai waja;
pada tanggal perolehan.

23.Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung
antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

24.Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di
bawah ini:

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk
membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi
mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain
yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan
properti investasi.

25. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah
tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode
kredit.

26. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran.
Misalnya, pemerintah mcng&n%:: mkrwenangnnja untuk
mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai
properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

27. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara
sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat
sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana
yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran
sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai
dengan ketentuan paragraf yang sama.

28. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian
dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam
biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas
properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai
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29,

30,

31.

prr:jperri investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilaj
wajar dari hak tersebut dan bukan dar properti yang mendasarinya.
ot S . s e e, e e
u kombinasi aset moneter dan
nt:rnfnunlf:ter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari
nilai Waj?.l' kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki
substansi komersial, atay (b) nilai wajar aset yang diterima maupun
a?et yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang
diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya
diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi
komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas
atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah
sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran
memiliki substansi komersial jika:

a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau
potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi
arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau

b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh
perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut;
dan

c) selisih antara (a) atau (b} adalah signifikan terhadap nilai wajar
dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki
substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi
entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus
kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas

menyajikan perhitungan yang rinci,

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak
tersedia, dapat diukur secara andal jika:
a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional
untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
b) probahilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai
secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
Jika entitas dapat menentukan nilaiwajar secara andal, baik dari
aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset
yvang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan
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dari aset yang diterima kecuali Jjika nilai wajar aset Yyang diterima
lebih jelas,

32. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam

satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku

Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi

lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai
wajar

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Properti investasi dinila; dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan,

Properti Investasi, kecual tanah, disusutkan dengan penyusutan
sesual dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya
tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan

menganut penilaian aset berdasarkan biava perolehan atau harga
pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi
atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan
periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi

telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari
revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan
keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and
values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat
dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian
kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi
tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode
dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai

sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat
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40.

41.

42.

menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi
berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersehut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi
maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas.'
Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat
Tuam. maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam
ekuitas,

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar
aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus
memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi
properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain
yang berhubungan dengan properti.

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu
entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber,
termasuk:

(a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat,
kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau
kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan
perbedaan tersebut;

{b} harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif,
dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan
dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada
harga tersebut, dan

(c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di
masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan
syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang
ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini
rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang
sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan
penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau

waktu arus kas.

43. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber wyang diuraikan dalam

paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai
wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-
alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang
paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
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44. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian

secara internal ataupun penilai secara independen.

ALTH GUNA
45. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya

46.

47,

jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

(a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

(b} dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

(c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau
entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti
investasi;

(d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan
menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu
ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan
bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau
menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan
untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi
dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap
dialihgunakan menjadi properti investasi.

Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari
properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat
perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya
pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan
untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas
tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga
dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan)
dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika
entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap
menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka
properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui

 sebagai properti.
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48. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-

49,

gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti
investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan
tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa
dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan
sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak
mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak
mengubah  biaya properti untuk tujuan  pengukuran dan
pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna
adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

30.

51.

92,

93.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara
permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang
dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual,
ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas
mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti
investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah
tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian
yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan
model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan
secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang
diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat
menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan
berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau
dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto
dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam
Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan

tersebut.
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95.

56.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar
setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan
nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga,

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan
properti investasi setelah pelepasan tersebut,

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan
penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi
diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui
sebagai piutang.

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

87.

8.

99.

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset

lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk
memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja
memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti
investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan
properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti
investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti
investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGEAPAN

60. Entitas mengungkapkan:

a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount)

b) metode penyusutan yang digunakan;

¢} masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
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d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat
dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir
periode;

e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan
akhir periode, yang menunjukkan:

i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk
penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan
penambahan pengeluaran setelah perolehan vyang
diakui sebagai aset;

ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

ni. pelepasan;
iv. penyusutan;

v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang

digunakan sendiri; dan
vi, perubahan lain,

f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai
wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai
berikut:

i, uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi:
i. dasar peraturan untuk menilai kembali properti
investasi;
iii. tanggal efektif penilaian kembali;
iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
vi. mnilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

gl apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan,
kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam
menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari
properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau
lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan
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oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan
keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan
penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional vang
relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k} jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode
tersebut;

iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa
selama periode tersebut.

1] kewajiban kontraktual untuk membelii membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan;

m} properti investasi vang disewa oleh entitas pemerintah lain.

'ATI BENGKALIS,
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